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PEMERINTAH KABUPATEN PE'I'IR'ELATAN
I}INAS PDNDIDIKAN X}AIT KEBIII}AYAAN

fl. H. Agus Salim - Painan Telp [0756) 21602

SUntrT PERIENIItrN PEI}IBERItrIY BtrNTUtrN
I'triltr ELOIItrSI HHUSUS IISIK

BIIDtrING PEITIDII'IHIIN TA. 2O2O

I(EEIATAII:

PEMBANGUNAN/REHABITITASI GEDUNG DAN PENGADAAN

SARANA PRASAMNA SEKOIJIII MENENGAH PERTAMA (DAK REGULER 2O2O)

Antara

E}'ERIIIAH IIAERAH I(ABUPATEII M$$R SEI.ATA}I

dengan

KEPAU SHfiIIAH SIIPII I SIMRA

Nomor

Tanggal

: 13/ IV/SARPRAS/ DAK. PSl,l P/SrirK/ D PK- PS I 2O2O

: O2APRIL2O2O

kh tEri ini l(amb tanggal Duabulan Aprittahun Dua ribu dua puluh, Kamiyang bertanda tangan di

ffirhi:

ffik untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah k?bupaten Pesisir Selatan

ffii,lrt1a dlsebut PIHAK PERTAMA.

r- l{ama

L Jabatan

3- Alamat

x- t{arna

I- Jabatan

3" Alamat

: ELIDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMp

Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Salim - Painan

: Drc. ABD AZIZ.&M.Pd

: Kepala UPT SMPN I Sutera

: Il. Sei Sirah Surantih

ffik dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.

&I-ZFO0/BIOSDM-2017 Tanggal 7 Agustus 2017 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

IDlAf PERTAIIA dan PIHAK IGDUA secam bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari

Wrfirqra haFfd sebagai berikut

L Bahwa undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :

D Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga

nqpm bnpa diskiminasi;



NanorSPPB
Tanggal

: L3fiV/SARPMS/D AKPSMPIS1tIK/DPK-PSPa20
: A2April2020

> Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan fiormal

dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelekual, sosial,

anosional, dan kejiwaan peserta didik;

> Pasal,16 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjaditanggungjawab bersama antarc Pemerintah,

Pemerinbh daerah dan masyarakat;

) Pasal u16 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggamn pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

L Batnra kegiatan peningkatan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

rrcional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

rdakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akes bagi masyarakat terhadap

pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

' *bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendiciikan untuk

rnenunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu

pendidikan;

L Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019

tenhng Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan

peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelola

yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima aiokasi DAK sebagai bagian integral manajemen

Hasis sekolah;

5. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020

Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fbik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

5. Bahwa untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler2O20);

hFn ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pemberian

ffinn Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan

&r slarat-syarat seperti dalam pasal--pasaldi bawah ini :

fu H@ii@, Femberian Bantuqt



NanorSPPB
Tanggal

: IilIVtSARPMS/DAKpSMp/gNK/DpK-pSpO2o
: U2April2A20

Maksu:Hllrrrjr"n

'ltsFtFn ini sebagai bagian dari pelalaanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan
rlEEndanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang sekolah Menengah
hE dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasionalmron' Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &
&serta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup pekerjaan

f!frnFan Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk
ffiikan pekerjaan pembangunan/rehabilihsi prasarana pendidikan pada sMpI{ I sutera yang
4r:

L Rehabilitasi Ruang perpustakaan,

Pasal 3

Jangka Waktu pelak<anaan

L 'hgla waktu pelakanaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 2 adaiah 120 (seratus dua puluh) hari
Bder terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2o2o di
eirrg PIHAK KEDUA.

z llDl^l( KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagainrana dimaksud dalam pasal 2 paling
ffi 14 (empat betas) hari katender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang
Rndikan Tahun Anggaran ZOZO direkening PIHAK KEDUA.

I &naan kegiatan sebagaimana dimaksud datam Pasat 2 paling lambat pada tanggat 30 Desemberult

Pasal 4
prinsip-prinsi p pekerjaa n

ln{>pirsip datam petaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :
L &rnan dikerjalon dengan mekanisme s,wakelola,
,r' Rnerapan asas efektifttas, efisiensi, bansparansi dan akuntabiritas,
L rlnsfrrnaan partisipasi masyarakat daram pengerotaan kegiatan,

sinaEsasi kualihs pekerjaan dengan barang yang dihasirkan,
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Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

L PTHAI( PERTAMA :

a) llenplurkan dana dengan segera ke satuan pendidilon penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

rnehlui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waktu petaksanaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang pendidikan di tingkat
Kabupaten.

O llernberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang

kndklikan.

I lEksanakan monitoring dan evaluasiserta menyusun petaporan kegiatan DAK Bidang Pendidikan.

EllX IGDUA :

{ knggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat

, Slan pendidikan (Sekolah).

b) [ernbentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditingkat Satuan pendidikan (Sekolah).
q Hehporlcn keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya se@ra periodik kepada PIHAK

PERTAITIA.

O l{erErbt dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada pIHAK
PRTA}IA.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan

pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :

muK KEDUA dalam metal<sanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekotah, komite dan masyarakat
*gai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

'DlAl( 
IGDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus ssuai dengan petunjuk Teknis

&t Fetunjuk oper:asional DAK Bidang Pendidikan sefta peraturan perundang-undangan yang terkai!
EHAI( KEDUA membuat laporan secam berkala mengenai pelatcsanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan
hpada PIHAK PERTAMA,

f,ll l( IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAITIA dokumentasi pekerjaan,

$onn kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana,
!!llAl( IGDUA wajib melakukan pencatabn penerimaan dan pengeluaran datam buku kas serta
pponn keuangan dari hasil pekerjaan,

,[lAl( XEDUA berkewajiban memungut dan sekatigus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan
pehlsanaan pekerjaan serta menyimpan bukti-buKi setomn dan faktur pajak sesuai dengan peraturan

Ftrldar€-undangan,

Faimj ia P em be ilan B otiuot
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ltrl l( IGDUA berkewajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK pERTAMA yang

frnngkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

L ;!HAt( T(EDUA wajib menyimpan seluruh dokumen petaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun
trpgaran 2020,

tlllAl( KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelotaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

kdilikan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari pIHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan pemeriksaan

[tskn pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAI.IA dibantu oleh tenaga

ffior yang merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

ElAl( PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan
LtnE.tan pelaksanaannya,

Pasal 8

Iumlah Dana Bantuan

I mx Hsik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK pERTAMA kepada PIHAK
fUA sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a) Rehabili..asi ruang perpustakaan = Rp. 115.000.000,-

I' Xfra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

H2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

penyaluran dana sebagaimana dimakud dalam pasal g ayat (1) sebagai berikut :

TcEp I : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola setelah pe4anjian ini
fuatangani kedua belah pihak beserta dokumen tainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAII{A,

Tfup fi' z 45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekefiaan telah

-'repai 
bobot 20olo (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan

*riaan,

frp III : 30Vo (l-iga puluh persenhrs) dari keseturuhan dana sruaketola apabita pekerjaan tetah

-mpai bobot 65% (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

kjuan pekerjaan.

Pemberian Bantuan
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b pnbararan disalurkan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

krn Rekening :

krrcr Rekening : 04{Xt.O2fO.26923_O

kna Bank : Bank Nagari Cabang painan

Pasal 1O

Force Majeure

!- fuoe Majeure adatah suatu keadaan yang terjadi dituar kemampuan manusia dan tidak dapat
flhdarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlakana sebagaimana mestinya sepefti bencana
&n, epidemilg pepera ngan, pemogoka n, sa botase, pemberonta ka n/kerusu han.

lFhla terjadi force majeure maka PrHAK IGDUA segera memberitahukan kepada prHAK

'ERTA]'|A 
secara tertulis setambat-lambatnya datam kurun waktu 14 (empat betas) hari sejak

Eridinya fcrce majeure dengan ditengkapi buki tertutis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Hasarkan pemberitahuan tertulis dari PrHAI( KEDuA sebagaimana yang dimakud dalam ayat (2)
r& PrHAK PERTAMA akan melakukan evaluasidan kajian untuk mengambil keputusan, rnenyetujui
ahu menolak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

@'la permohonan tertulis dari PrHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan
fthrkan perubahan perjanjian sedangkan perjanjian a*at oinyutukan batar.

Pasal 11

Sisa Dana

|L rFhla PrHAK KEDUA datam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat
dgunalon untuk menambah votume atau sasaran dengan persefujuan PIHAK PERTAMA,

L 'h sisa dana udak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka slsa dana tersebut harus
raebrkan kembalike kas daerah.

Pasal t2
pertanggungiawaban

tDlAl( XEDUA wajib membuat laporan secan berkala mengenai pelat<sanaan pekerjaan / kemajuan
frjaan kepada PIHAK PERTAMA.

tlllAl( KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada prHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan
bFerh kelenglopan adminishasi rainnya pada tahapan pencairan dana.

fu fi.foy'ih Pember ku Banbt:n
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FltanggungFwaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

eHnbat{ambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelakanaan

Crnfrri anhra lain :

A6a Serah Terima,

perEUgunqrawaban keuangan seperti : kwltansi/ faKur setiap pembelian barang dan buKi

FgEf6ran lainnya,

E$ran paialq

EiElob pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

&n pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari
ptg berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar ren@na, maka PIHAK PERTAMA

ffi dapat memutuslon/menghenUkan pekerjaan tercebut.

sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

sesuai denganseluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi

perurdang-undangan.

Pasal 14

PET{UTUP

9rat hrftnjian ini dibuat dan ditanda tangani ohh kedua belah pihak di painan, pada hari dan

Esebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

olop dan 2 (dua) rangkap lainnya masing'masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
UPT SMPN 1 Sutera

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

hberlan Bantuan


